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"BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENA.JAM PASER UTARA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAP

Menimbang : a.

O

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

ATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

bahwa sechubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumnsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan
dan antar jenis beianja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan

dalam Tahun Anggaran 2019, maka perlu dilakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2019;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwalkilan Rakyat
Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Peadapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
yang diajukan sehagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan
perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum
Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
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Undang-Undang Nomor 7 “fahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 182);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedus Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor' 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2019;

Dengan Persetajuan Bersama

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

¢

dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

‘Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Paszl 1

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019
semula berjumlah Rp.1.598.136.531.599,- mengalami perubahan sehingga
menjadi Rp. 1.649.765.942.056, - dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula

(' b. Bertambah / (Berkurang)
Jumlah pendapatan setelah perubahan

2. Belanja
a. Semula

Rp. 1.598.136.531.599,-

Rp.  51.629.410.457.-
Rp. 1.649.765.942.056,-

Rp. 1.588.749.272.099,-

- b. Bertambah /(Berkurang) Rp. 100.189.224.114,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan
Surplus/ (Defisit) Rp.

Rp. 1.688.938.496.213 -
(39.172.554.,157,-)
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3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1} Semula

Rp.  30.689.475.016,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.989.224.114,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 87.678.699.130,-

- b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 40.076.734.516,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.429.410.457,-
. Jumlah Pengeluaran setelah perubahan ' Rp. 48.506.144.973,-
i ¢.Jumlah Pembiayaan necto setelah perubahan Rp. 39.172.554.157,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
@. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 136.962.015.838,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (21.360.400.000.-)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahanRp. 115.601.615.838,-
b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.193.410.797.903,-
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-

Jumlah dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 1.193.410.797.903,-
¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 267.763.717.858,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 72.989.810.457,-
Jurnlah lain-lain pendapatan daerah yang sah :

setelah perubahan Rp. 340.753.528.315,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 18.202.500.000,-
2) Bertamban/(berkurang) Rp. 0,-
Jumiah pajak daerah seteiah perubahan Rp. 18.202.500.000,-
b. Retribusi Daeran
1) Semula Rp. 6.775.945.800,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (350.000.000,-)
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 6.425.945.800,-
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
” 1) Semula Rp. 5.040.179.924,-
) 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
Jumiah hasil Pengelolaan kekavaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan Rp. 5.040.179.924,-
d.Lain-lain pendapatan asli deerah yang sah
1) Semula Rp. 106.943.390.114,-
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 85.932.990.114,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli dacrah yang
sah setelah perubahan Rp.  (21.010.400.000,-)



(1) Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud da
4. Belanja Tidak Langsung
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)

Pasal ] terdiri dari:

Rp.
Rp.

632.259.379.063,-
4.404.213.980,-

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.

b.Belanja Langsung
1) Semula

636.663.593.043,-

956.489.893.036,-
95.785.010.134 -

Rp.
2) Bertambah/ (berkurang) Rp.
Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.

(2) Belanja Tidak Langsung
jenis belanja: :
a. Belanja Pegawai
1) Semula

1.052.274.903.170,-

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari

Rp. 440.425.559.155,-

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 210.199.654 -

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 440.735.758.809,-
b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 27.664.407.813,-

2) Bertambali/ (berkurang) Rp. (1.582.452.438,-)

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 26.081.955.375,-
¢. Belanja hibah

1) Semula Rp. 12.597.800.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 10.446.451.875,-

- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 23.044.251.875,-

. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 251.000.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahanRp.

¢. Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula

251.000.000,-

149.571.612.095,-
(5.020.985.111,-)

Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Belanja Bantuan Kenangan setelah
perubahan Rp.
f. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp.
2) Bertambah/ (berkurang) Rp.

144.550.626.984,-

2.000.000.000,-
0,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.

< 13) Belanja Langsung sebag
' belanja:
a. Belanja Pegawai
1) Semula

2.000.000.000,-

aimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis

121.606.794.396,-
2.699.697.959,-

Rp.
2) Bertambah/ (berkurang) Rp.
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.

127.306.474.355,-



1) Semula:#
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
perubahan

¢. Belanja Moedal
1) Semula
2) Bertambah/(berlmrang}
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah seba

a. Penerimaan Sejumlah

1) Semula

2) Bertarnbah/ (berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan
b.Pengeluaran sejumlah

1) Semula

2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

271.027.757.674. -
45.051.968.194,-

316.079.725.868, -

563.855.340.966,-
45.033.361.981 -

608.888.702.947 -

gaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

30.689.475.016,-
56.989.224.114 -

87.678.699.130,-

40.076.734.516,-
8.429.410.457,-

48.506.144.973,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis

pembiayaar:

a. Silpa tahun sebelumnya sejumlah
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Silpa tahun sebelumnya setelah
perubahan

b.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
1) Semula

2) Bertambah/(berlzurang)
Jumlah penerimaan pinjaman daerah
setelah perubahan

0,-
096.989.224.114 -

56.989.224.114,-

30.689.475.016,-
0,-

Rp.

30.689.475.016,-

(3) Pengeluaran sebagaimena dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah
setelah perubahan

L. Pembayaran pokok utang sejumlah
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo setelah perubahan

Rp.
Rp.

4.000.000.000,-
1.500.000.000,-

5.500.000.000,-

36.076.734.516,-
6.929.410.457,-

43.006.144.973,-



Uraian lebih Ut A T --anjﬁ'-’baerah sebag ana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam®

§ : -'L'Eifnpiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri

: dari:

Lampiran I : Ringkasan APBD

Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Lampiran IIi : Rincian APBD menurut  Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran V  : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah

Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran IX : Daftar perkiraan
Daerah;

Lampiran VI

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran XIIl : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Lampiran XIV : Daftar Kriteria Keadaan Darurat/Mendesak

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bup

ati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasa

n operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah da
pengeluaran yang belum tersedia an
menggunakarn Belanja Tidak Terdugsa.

pat melakukan belanja/
ggarannya yang pendanaannya dapat

(2) Dalam hai keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan
pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

(3) Pengeluaran sebagaimana dim

aksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak.

(4) Keadaan darurat selurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

bulkan merupakan kegiatan normal dari altifitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat



larurat:yang b
(1)'dapat men

.d

(6) Dalam hal
cara;

tidak terduga tiéiak

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
p (2) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesal lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
ikerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(8) Pelaksanaan pergeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara.
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Diundangkan di Penajam

pada tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH XABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 65/5/2010.




